
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat akan
pelayanan yang prima dan meningkatkan disiplin serta
wibawa, maka pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara perlu ditata kembali;

b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
39 Tahun 2O08 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2OO8
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan
Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, perlu disesuaikan dengan
kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan
GubernurlWakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun L999, tentang Perubahan
atas Undarrg-Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 389O);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun L999, tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 389O);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a84al;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47a\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972
tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972
tentang jenis Pakaian Sipil;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
6O Tahun 2OOT tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2OOg tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6O Tahun 2AOT tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan Kepala Desa;

12. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun
2OlL tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik
Indonesia;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8
Nomor 8, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OA9 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/
WAKIL GUBERNUR DAN PEGA\I/AI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

3.

4.

5.

6.
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7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

9. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk
menunjukkan identitas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.

12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang
dikenakan atau digunakan Gubernur/Wakil Gubernur dan
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk
ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagran Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;

b. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDHK;

Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat LINMAS;

Pakaian Seragam KORPRI;

Pakaian Ciri Khas Daerah; dan

Pakaian Batik Nasional.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana
pengawasan pegawai.

c.

d.

e.

f.

ob'

h.

i.

j.
k.
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Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai
untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna
khaki;

2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua

warna hitam; dan
4. Kancing lima buah.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
4. Kancing lima buah.

c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai
untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun tugas lain yang
bersifat umum.

(4) PDHK terdiri dari :

a. PDHK Pria:

1. Kemeja Lengan Panjang/pendek, berlidah bahu dengan
kancing diluar dengan warna Khaki;

2. Celana panjang diluar warna khaki, warna sama dengan
kemeja;

3. Dua saku, kanan dan kiri atas; dan
4. Kancing lima buah.

b. PDHK Wanita:

1. Baju lengan pxianglpendek, berlidah bahu dengan
kancing diluar warna khaki

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang diluar warna
khaki, warna sarna dengan kemeja;

3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
4. Kancing lima buah.

c. PDHK Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
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(5) Bagi Pegawai Golongan rY I a keatas atau yang disamakan, selain
memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

(6) Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai PDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dengan kemeja
lengan pendek.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(U PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai
untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang
bersifat umum.

(2) PSH Pria :

a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :

a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

(4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d warna khaki
dipakai menghadiri acara pelantikan jabatan, PSR diluar warna
khaki dipakai pada acara tertentu (menghadiri upacara yang
bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tarnu luar negeri
dan dipakai di malam hari).

(2) PSR Pria :

a. Jas lengan panjang warna gelap;
b. Celana Panjang warna sama; dan
c. Kemeja warna putih dengan dasi.

(3) PSR Wanita :

a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sarna;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.

(4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan
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Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada
upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar
negeri.

(2) PSL Pria :

a. Jas warna gelap;
b. Celana panjang warna sama ; dan
c. Kemeja warna putih dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

a. Jas warna gelap;
b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagran Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam
menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

(1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
(2)Celana panjang semata khaki warna khaki; dan
(3) Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

{4} PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan
dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagran Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri
dari :

a. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Pria:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna
putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning
emas;
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2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

b. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna
putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning
emas;

2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.

c. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 1O

(1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf h, dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

(2) Pakaian Dinas LINMAS Pria:

a. Kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah
bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup
warna hijau;

b. Celana panjang warna hijau;
c. Atribut terdiri lencana KORPRI, papan narna, tanda pengenal,

lambang LINMAS;
d. Sepatu kulit warrra hitam.

(3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita:

a. Kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah
bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup
warna hijau;

b. Rok panjang warna hijau;
c. Atribut terdiri lencana KORPRI, papan narna, tanda pengenal,

lambang LINMAS;
d. Sepatu kulit warna hitam.

(4) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 1 1

(1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf i, dipakai pada upacara hari ulang tahun KORPRI, upacara
ruti setiap tanggal 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional
dan rapat-rapat pertemrran yang diselenggarakan oleh KORPRI.
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(2) Pakaian Seragam KORPRI Pria:

a. Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri
dan terbuka, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri,
kancing 5 (lima) buah tertutup;

b. Celana panjang warna biru dongker (biru tua);

(3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita:

a. Kemeja lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah
leher tidur dan terbuka, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah
kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah
tertutup;

b. Rok panjang warna biru dongker (biru tua);

(4) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Ciri Khas Daerah

Pasal 12

(1) Pakaian Ciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurufj, dipakai pada hari Kamis.

(21 Pakaian Ciri Khas Daerah Pria:

a. Kemeja lengan panjang dengan motif Batik beberapa ornamen
etnis Sumatera Utara;

b. Celana panjang warna hitam.

(3) Pakaian Ciri Khas Daerah Wanita:

a. Kemeja lengan panjang dengan motif Batik beberapa ornamen
etnis Sumatera Utara;

b. Rok panjang warna hitam.

(41 Pakaian Ciri Khas Daerah Wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Batik Nasional

Pasal 13

(1) Pakaian Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf k, dipakai pada hari Jumat.

(2) Pakaian Batik Nasional Pria dan Wanita serta Wanita berjilbab
dan hamil menyesuaikan.
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Pasal L4

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam BAB II, tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagran tidak tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Pemerintah Provinsi;
h. Lambang Daerah Provinsi; dan
i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri
dari :

a. Topi Lrpacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
c. Topi lapangan; dan
d. Topi Korpri.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

(1)Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
menunjukkan Tingkat dalam status selaku Gubernur dan Wakil
Gubernur.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan
logam, warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain
dan logam.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
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E,agian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 18

(1)Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c
menunjukkan jabatan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur.

(2)Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagran Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 19

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d
dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan
untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 2O

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya
kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pita Tanda Jasa; dan
b. Bintang Tanda Jasa.

(3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur
sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda jasa dan Bintang Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di
atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan
Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f
menunjukkan nama seseorang yang di pakai di dada kanan 1 cm
di atas saku.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan
warna putih untuk PDH dan PDU;
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b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna
hitam untuk PDL; dan

c. Papan Nama ditempatkan di dada di sebelah kanan 2 cm di
atas kantong.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 22

(1) Nama Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf g menunjukkan tempat kerja.

(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah ktrr 2
cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Provinsi.

(3) Bahan dasar Nama Daerah bertrpa kain dengan jahitan bordir,
tertulis PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bagran Kesembilan
Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 23

(1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf h menggambarkan landasan filosolis daerah dan semangat
pengabdian serta ciri khas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

{2) Lambang Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provinsi ditempatkan di lengan sebelah l<rri 2 cm di bawah nama
Pemerintah Provinsi.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang
digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna
dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 24

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan
tugas.

(3)Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri di bawah lencana
KORPRI.
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Pasal 25

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas atau
bahan lain dibungkus laminating plastik.

(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan
ukuran:

a, Kertas sebagai dasar tulisan Tanda Pengenal dan pas foto
dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,6 cm; dan

b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar
6,3 cm.

Pasal 26

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

a. Bagian Depan :

1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang daerah;
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Sumatera Utara; dan
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 27

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
e. Warna orange untuk Pegawai non eselon; dan
f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 28

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagran Kesatu
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas GubernurlWakil Gubernur

Pasal 29

(1) Atribut PDH Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari nama
Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana Korpri, dan Papan
Nama, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan
Pita Tanda Jasa.

(2) Atribut PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari lencana
KORPRI, papan narna, topi upacara, tanda jabatan, tanda
pangkat upacara dan Bintang tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri dari Papan Nama, lencana KORPRI dan tanda
pengenal.

(a) Atribut PSR warna khaki papan Nama dan lencana KORPRI di
luar warna khaki hanya memakai papan nama.

(5) PSL tidak memakai Atribut.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3O

(1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama
Pemerintah Provinsi dan Lambang Daerah Provinsi, lencana
korpri, papan narna dan tanda pengenal.

(2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda
pengenal.

(3) Atribut PSR warna khaki hanya papan nama.

(4) PSL tidak memakai atribut.

(5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lambang
daerah Provinsi, lencana korpri, papan narna dan tanda pengenal.

Pasal 31

(1) Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama satuan kerja
perangkat daerah pada pakaian dinas.

(2) Pemakaian dan penempatan logo dan narna satuan keda
perangkat daerah diatur dengan memperhatikan estetika.
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Pasal 32

Waktu dan Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas
dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Pemakaian Atribut dan Model Pakaian Dinas Harian khusus,
Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap,
Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian
LINMAS, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Ciri khas Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(2) Waktu dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian
Dinas Harian Khusus Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi,
Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas
Upacara, Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI dan Pakaian Dinas
Ciri Khas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peratrrral Gubernur ini mulai berlaku, Peratrrran
Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6
Tahun 2OlO tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
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Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan per2empatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3O Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

/b
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 32



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

MODTL PAKAIAIY DIIVAS DI LII{GKI'ilGAN PE}ITRIITTAII PROVIITSI
SI'IEATERA UTARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA

Keterangan:

a. Lidah bahu
b. Kancingbaju
c. Papan narn r
d. Saku baju
e. Ikatpinggang

f. Saku depan
g.Ituahbaju
h. Lencana korpri
i. Nama Pemda
j. Lambang Daerah Prov

k. Tanda pengenal
1. Sambunganbahu
m. Sakubelakang
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2. PDHWANITA

Keterangan:

a. Papannama
b. Kancingbaju
c. Krah rebah

d. Lencana korpri
e. Nama Pemda
h. Larnbang Daerah Prov

g. Tandapengenal
h. Sakudepan
i. Celana paniang
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3. PDH WANITA BERJILBAB.

Keterangan :

Papan nama
Kancing baju
Kerudung
Krah rebah

e, Lencana Korpri
'f . Nama pemda
g. Lambang daerah Prov.
h. Tanda Pengenal

I

i. Saku baJu depanj. Celana Panjang.
I

a.
LU,

C.

d.



4. PDH WANITA HAMIL.

Keterangan .

Papan nama
Kancing baju
Flui depan

-4-

Krah rebah
Lenoana Korpri
Nama pemda

g, Lambang daerah Prov.
h. Tanda pengenal
i. Flui belakang.
j. Celana panjang.

a.
b.
c.

d.
e.
f,

Belakang

Belakaflg
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PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS

1. PDHK PRIA LENGAN PANJANG

\

!

I

I
I

IKeterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

. d Saku baju ,

e. Krah baju berdiri
f, Lencana korpri

h. Sdmbungan bahu
g. Lengan panjang

I



Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kanclng bahu
c. Papan hama

2. PDHK PRIA LENGAN PENDEK

-6-

d. Saku baJu
s" Kerah baJu berdlrl
f. Lenoana Korprl

I
I

g. Sambungan bahu
h. Leildan Pendek

!l,i
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3. PDHK WANITA TENGAN PANJANG

erangan :

Lidah bahu
Kancing baju
Papan nama
Krah baju berdiri

A

f,
g,
h.

Saku baju
Lencana korpri
KOK
Celana panjang
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4. PDHK WANITA LENGAN PENDEK

Kotenngan ',

a, Lidah bahu
b. Kancing baju

o, Papannarna

d. ltah baju berdiri

{i. Saku baju

f, Lerrcana ftorpri

q, Rok

h. Celana pargang
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5, PDHK WANITA BERJILBAB

Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama
d. Krah baju berdirr
e. Lencana korpri

f. Saku baju
g, Rok
h. Celana panjang



(eterangan :

r. Krah Berdiri.
>, Lencana Korprt.
: Saku baju depan

C. PAKAIAN SIPIL HARiAN (PSH).

1. PSH PRiA

-10-

d. Tanda pengenal. i

e, Saku bawah dengari tutuP.
'(. Kancing.

g. Papan nama.
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2. PSH WANITA

Keterangan

a. Krah Berdiri'
b. Lencana KorPri'
c. Saku baju dePan'

| - ri
ti

I

I

I

d. 'fandan Pengenal
e. Saku bawatt dengan tuttlP'

f. Kancing.

g. PaPan nama.



3. PSH WANITA BERJILBA[3.

I

Keterangan :

a. Krah Berdrri.
b. Lencana Korpri.
c, Saku baju depan.

-12-

, d. Tandanpengenal
e. Strku bawah dengan tutup.
fl Kancing.

I

B. lPaPan nama.
I

I

:l

I

i

lr



4. PSH WANITA HAMIL.

Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

-13-

Saku baju depan e Kanc,ing
'fanda pengenal Kancing. f. Papap nama.

c

d



Keterangan :

a. Krah Berdiri
b. Lencana rcoipri.
c. Saku baju depan.

D. PAMIAN SIPIL RESMI (PSR).

I. PSR PRIA

-14-

d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutuP.
t. Kancing. 

I

g. Papan nama.
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2. PSR WANITA

Keterangan :

a. K-rah rebah.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju atas.

d. Tanda pengenal,

e, Saku bawah dengan tutup.
Il Kancing.
g. Papan Nqna.

ll



Keterangan 
:

a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baiu atasd. Tanda ieng"rot.

3. PSR wANIl.A BERJILI]AI].

16-

e. Saku bawah dengan tutup.

t, Kancing.
g. Papan Nama.
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4. PSR WANITA FlAMtI.,.

Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencatta Korpri.
c. Saku [aju atas. e. [.ancing
d, 1"anda pengenal . f. Papan narha



E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSIi PRIA

Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.

-18-

I

Belakang

d. Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing. ;

b
d

f

Dep;r rr



2, PSL WANITA

Keterangan- .

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi,
c. Lengan panjang.

-19-

Saku atas jas. 
'

Saku bawah jas dengan tutup.
Kancing.

d.
e.
t.



-20-

3 PSL WANITA I]ER.IILBAt.],

Keterangan :

a, Kemeja warna Putih.
b. Dasi.
c. Lengan Panjang.

Shku atas jas,
Slaxu bawah jas dengan tutuP'
Kancing.

d,
a

f.
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4. PSL WAI'IITA HAMIL.

Keterangan :

a. Kemeja warna p.utih.
b. Dasi.

!

Lengan panjang
Kancing.d.



F. PAKAIAN DINAS IAPANGAN.

I. PDL PRIA

Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c, Papan nama
d. Saku baju
e. lkat pingEang

-22-

f. Saku depan
g. Krah baju
h. Lencana Korpri
i. Nama pemda
j. Lambang daerah prov.

I

ri
I

k. Tanda Pehgenal
l. r Sambungan baju
m. Saku belakang.



Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan narna

2. PDL WANITA,

-23-

d. Saku baju
e. Krah rebah
f. Lencanb Korprl

g. Narna pemda

h. Lambang Daerah prov
l. Tanda pengenal.

I



3. PDL WANITA BERJILBAB

Keterangan :.

a. Lidah bahu
b. Kanclng baJU
c. Papan nama

-24-

d. Saku baju
e, Krah rebeh
i. Lencana Korprl

g. Nama Pemda
h. Lambang Daerah Prov
l. Tands Pengenal
l. Kerudung



-25-

G. PAI(AIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATzuBUT DAN KELENGIqPANNYA UNTUK PRIA.

m
t'l '

0

Keteran9an :

a. Garuda warna emas
b, Topi warna hltam
c. TanCa pangkat upaca.ra
d, Dasi
e. Papan nama
f. Saku atas tertutup,

I

g, Tanda Jabalan
h, Jas warna putlh 

i

l, Kanclng garuda emas
), Saku bawah tertutup
k. Celana panjang putlh
l. Sepatu putih

I

I

I

m. KemeJa putih
n, Lrencana korprl

-lo. l,anoa Jasa
p. Belahan jahitan
q. Belahan Jas belakang,



eran9an :

3aruda warna em?s
fopi warna hitam '

l-anda pangkat upacara
)asi I

,apan nama
'arrda Jabatan .

-26-

g. Kancing garuda emas
h. Saku depan tettutup
l. Flul satu rempel
J. Rok
k. Sepatu putlh
l, Kemeja putlh

Lencana korpri
Tanda Jasa
saku atas teftutup
Jas warna Putlh

PAKAIAN DINAS UPACATTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA'

I

m
n
o'

i

d
e

f.

'9,
h

m.
n.
O.
p.
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PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERN{'R DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGI(APAI\NYA UNTUK WANITA
BERJILBAB.

b

c
A

e
f

(eterangan :

r, Garuda warna emas
). Tanda pangkat Upacara
:. Dasl
1. Papan nama
l. Tanda Jabatan
. Kanclng garuda emas

g, Saku depan tertutup
h. Rok panJang
l, Flul satu rempel
J, Sepatu pr,rtlh
k. Lencana Korprl
l. KemeJa putlh

m. Tanda Jasa
n. ,Saku atas tertutup
o. Jas warna putlhr

I

F-'#ft#-
o

//
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PAI(AIAN DINAS UPACARA GUBERNUB DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN A'TRIBIIT DAN KELENGIGPA?{NYA UNTUK WANITA
HAMIL

a
b

A

e

f

Keterangan ;

a, Garuda warna elnas
b, Topl warna hltam
c, ]'anda pangkat upacara
d. traEr,'
e. Papan nama

f. Tanda Jabatan,
g, Kanclng garuda emas
h Rok
i, Sepatu putlh '-" '

J. Lencana Korpri
k, Tanda Jasa

I;lrl
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H. PAKAIAN LINMAS PRIA DAN WANITA
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I. PAKAIAN KORPRI PRIA DAN WANITA
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I. PAKAIAN BATIK PRIA DAN WANMA CIRI KHAS DAERAH

Keterangan:

- Motif Batik Etnis Sumatera Utara menggambarkan beberapa omamen etrris yang ada
Sumatera Utara yang merupakan Lambang Budaya Sumatera Utara.
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K. CONTOH PAKAIAN BATIK NASIONAL PRIA DAN WANITA

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR , 32 TAHUN 2AI3
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

BENTUK DAN MQDEL ATRIBUT P^KAiATI PINAS

A. MUTZ 
:

i

1. Mutz Pegawai Negeri Siplt di Llngkungan Provlnsl.

Dari Depan

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.

Lambang Daerah Plovinsi

Bisban warna kuningf ernas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Slpil Gol III darl samplng.

Lambang Daerah Provinsi

perak ukuran 0,50

!

cm

l>



-2-

Mutz Pegawai Negeri Sipll Gol Ii dari samping.

tslsban warna perunggu ukuran 0150 cm

Mutz Pegawai Negeri Slpil Gol I dari samping.

L.ambang Daerah ProvinSi

Bisban v1/arna perunggu ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH.

DARI SAMPINGn
Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos'

TOPI UPACARA.

DARI DEPAN

Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna Putih,
b. Lambang Daerah Provinsi.
c. Padi dan kapas dibordir.
d. Pita emas.
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C.1. TOPI KORPRI

A. TAMPAK DEPAN

B. TAMPAKSAMPING

Keterangan:

a. Bahan dasar kain baldu hitam
b. Lambang Korpri
c. Pita emas

d. Padi danKapas dibordir
e. Tulisan KORPRI
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D. TANDA PANGI(AT.

1) GUBERNUR DAN

, a. Harian.
t

b. Upacara.

\

WAKIL GUBERNUR

Bahan dasar kain wama khakl

Bahan dasar logam warna kuning emas
.t,.'

Bahan dasar logam warna kuning emas
.\ \

\

"
I
te,
I

Bahan dasar kain warna putih
I
I

I

I Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna kuning emas

ir'ri
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, TANDA JABATAN GUBER.NUR/WAKIL GUBERNUR.

TANDA JABATAN GUBERNUR.

TANDA ]ABATAN \,VAI(IL GUBE(I\UR.

BENTT]K OVAL.

Lirrgkararr dalam (Jarl-Jari) : 2 cm

Bahan dasar slnar logam, jml sinar 45

Jarl,-Jarl warna kunlng emas

Bahan dasar garuda logam warna

kunlng ernas

Bahan dasar llngkaran datam logam
warna kunlng emas.

Lingkaran luar darl titlk tengah : 3,5 cm

Uahan dasar sinar logam, jml sinar 45
jari-jari warna kuning emas 

I

Bahan dasar garuda logam warna
kunlng emas

Bahan dasar llngkaran dalam logam
,',,arna kuning emas,

Uf.u(afr oPrls tenoah :

a, Lingkaran dalam :,2cm
b, Sinar Horlzontal : 3 cm

c, Sinar Vertikal ; 3,5 cm

BENTTJK BULAT
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F. LENCANA KORPRI.

G. PAPAN NAMA.

MAKMUR
8CM

| 
,.,

H. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
It-
I

1,5 CMfg$pnov 
aUHATERA uraaq
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I, TAHOA PENGENAL,

8,5 CM

4,5 CiY

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

DEPAN,
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LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

TATA CARA PEMAKAIAN DAN JENIS PAKAIAN DINAS/PAXAIAN SIPIL, PAKAIAN LINMAS, KORPRI DAN PAKAIAN CIRI KHAS DAERAH
BESERTA KELENGKAPAN ATRIBUTNYA DI LINGKUNGAN PEMERIMAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO JENIS
PAKAIAN

SAAT
PEMAKAIAN

DIPAKAI
OLEH

KELENGKAPAN
:ETTUTUP

KEPALA
TANDA

PANGKAT
TANDA

JABATAN
LENCANA
KORPRI

TANDA
JASA

PAPAN
NAMA

TANDA
LOKASI

LOGO TANDA
PENGENAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 L4

1 PAKAIAN
DINAS :

a.HARIAN
(PDH)

Dalam
melaksanakan
tugas hari
Senin, Selasa
dan Rabu

Gubernur/
Wakil
Gubernur

Pejabat
eselon I, II,
III, IV, dan
yang
dipersama
kan

Pegawai
non eselon

Pakai
peci
atau
Muzt

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai
(tanda
pangkat
harian)

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai
tanda
jasa

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Tidak
pakai

Pakai

Pakai
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1 2 3 4 c 6 7 8 9 10 11 t2 13 14

HARIAN
KHUSUS
(PDHK)

C. UPACARA
(PDU)

LAPANGAN
(PDL)

Dalam
melaksanakan
tugas hari
Senin, Selasa
dan Rabu

Upacara-
upacara
Kenegaraan
(sesuai dengan
undangan)

Dalam
melaksanakan
tugas
lapangan
sesuai
ketentuan

Gubernur/
Wakil
Gubernur,
Pejabat
eselon I, II,
dan yang
dipersama
kan

Gubernur/
Wakil
Gubernur

Petugas/
Pegawai
yang perlu

Tidak
pakai

Pakai
(topi
upacara)

Sesuai
ketentuan

Tidak
pakai

Pakai
(tanda
pangkat
upacara)

Sesuai
ketentu
an

Pakai

Pakai

Sesu
ai
keten
tuan

Pakai

Pakai

Pakai

ibordir
1i
baju)

Tidak
pakai

Pakai
Bintang
tanda
jasa

Sesuai
keten
tuan

Pakai

Pakai

Pakai
Ibordir
Ji
baju)

Tidak
pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai

Tidak
pakai

Tidak
pakai

Pakai

Waktu
pemakaian
pakaian
dinas harian
khusus
sama dengan
pemakaian
PSH.

Jas Kemeja
warna putih,
Celana/Rok
warna putih,
kaos kaki.
Sepatu
bertali
semua
warna putih
serta dasi
warna hitam
polos.

Sesuai
ketentuan
yang berlaku
selama ini .

Sepatu pakai
tali kaos kaki
dan ikat
pinggang
warna hitam



-3-

1 2 3 4 c 6 7 8 I 10 11 L2 13 L4

2 PAKAIAN
SIPIL :

a. HARIAN
(PSH)

Dalam
melaksana
kan tugas
hari Senin,
Selasa dan
Rabu

Menghadiri
rapat di
Pusat
Jakarta,
melakukan
kunjungan
ke Provinsi
lain dan
diundang
sebagai
Nara
sumber

Gubernur/
Wakil
Gubernur

Pejabat
eselon I, II
dan yang
dipersama
kan

Pegawai
golongan
lY /a keatas
atau yang
dipersama
kan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Pakai

Memakai
pakaian
PSH sesuai
dengan
Keppres
No. 6O Thn
1990
Sepatu
pakai tali,
kaos kaki
dan ikat
pinggang
warna
hitam.
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b. RESMI
(PSR)

C.LENGKAP
(PSL)

Upacara
pelantikan
Jabatan
warna khaki.

Acara tertentu
(menghadiri
upacara yang
bukan
upacara
kenegaraan,
menerima
tamu-tamu
luar negeri
dan dipakai
dimalam hari)
di luar warna
khaki.

Upacara resmi
Kenegaraan

Gubernur/Wakil
Gubernur

Pejabat eselon I,
II, dan III yang
dipersamakan
yang diundang
menghadiri acara

Gubernur/Wakil
Gubernur

Pejabat eselon I,
II, dan III yang
dipersamakan
yang diundang
menghadiri acara

Gubernur/Wakil
Gubernur

Pegawai yang
diundang
menghadiri acara

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Celana
panjang/
rok, jas
leher
berdiri,
lengan
panjang,
celana rok
dan jas
sama

Celana
panjangl
rok
jas,warna
gelap
kemeja
warna
putih dan
dasi
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3

4

5

6

PAKAIAN
LINMAS

PAKAIAN
KORPRI

PAKAIAN
CIRI KHAS
DAERAH

PAKAIAN
BATIK
NASIONAL

Dalam
menjalankan
tugas setiap
hari Senin,
Selasa dan
Rabu

Upacara hari
besar dan
upacara
pengibaran
Bendera
Merah Putih

Dalam
menjalankan
tugas setiap
hari Kamis

Dalam
menjalankan
tugas setiap
hari Jumat

PNS yang
mempunyai
Tupoksi
Perlindungan
Masyarakat

Gubernur/Wakil
Gubernur dan
semua Pegawai

Gubernur/Wakil
Gubernur dan
semua Pegawai

Gubernur/Wakil
Gubernur dan
semua Pegawai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuat
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Pakai

Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Pakai

Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Sesuai
ketent
uan

Sesuai
ketent
uan

Tidak
Pakai

Tidak
Pakai

Pemakaian
Atribut lain
sesuai
ketentuan
yang
berlaku.

Pemakaian
Atribut lain
sesuai
ketentuan
yang
berlaku

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO


